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__ TRJUK RENCANA |
Tak Ada Lagi Penjurusan di SMA

SEMUA siswa SMA Negeri di DIY,
sudah mulai menerapkan kurikulum
Merdeka belajar pada tahun ajaran
2024/2025 (KR 19/7). Maka kini tid-
fak ada lagi pembagian jurusan IPA,
IPS dan bahasa. Artinya kini siswa
bebas memilih mata Pelajaran se-
suai bakat dan minat mereka.

Kurikulum tersebut memunginkan
siswa untuk lebih konsentrasi pada
minat dan aspirasi belajar mereka.
Hal ini tentu berdampak pada ke-
sesuaian di perguruan tinggi (PT)
yang diinginkan.

Menurut kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga (Disdikpura)
DIY Dr Didik Wardaya, maka misal
seorang siswa sejak awal ingin ma-
suk Fakultas Kedokteran maka
siswa akan lebih konsentrasi pada
pelajaran biologi dan kimia, dan
seterusnya.

Kurikulum Merdeka Belajar mem-
berikan siswa kebebasan untuk
menentukan jalur pendidikan dan
mengembangkan kreativitas mereka
melalui kegiatan yang lebih bervari-
asi dan menantang.

Dengan memberikan pilihan mata
pelajaran, kurikulum ini dapat me-
ningkatkan motivasi siswa untuk be-
lajar karena mereka dapat memilih
bidang yang mereka sukai.

Kurikulum ini diiringi dengan plat-
form edukasi seperti Merdeka
Mengajar, yang dapat mempermu-
dah guru dalam mengajar dan me-
ningkatkan kompetensi mereka.

Namun demikian, ada beberapa
catatan kekurangannya karena kuri-
kulum ini tidak selalu diiringi dengan
peningkatan ketersediaan sumber
daya, sehingga siswa yang memilih
mata pelajaran yang kurang menda-
patkan dukungan sumber daya da-
pat mengalami kesulitan. Maka perlu
pemerataan sumberdfaya di setiap
sekolah.

Dengan diresmikannya baru pihak
pemerintah harus mensosialisasikan
mengenai kurikulum baru ini dan me-
lakukan persiapan yang matang.
Selain itu guru sebagai tombak uta-
ma penerapan kurikulum ini juga
harus diberikan pola pendidikan dan
latihan (diklat) secara bertahap na-
mun berkelanjutan. Memperkenal-
kan strategi-strategi pembelajaran
yang berpihak kepada murid, me-

ningkatkan kualitas pedagogis guru,
serta mengubah pola pikir dan pa-
radigma lama guru. Dengan demi-
kian, Kurikulum Merdeka dapat ter-
laksana dengan baik.

Manajemen waktu siswa seringkali
belum matang, sehingga pilihan be-
bas dalam kurikulum ini dapat meng-
akibatkan waktu yang tidak seim-
bang untuk setiap mata pelajaran.

Kurikulum Merdeka Belajar memi-
liki potensi untuk meningkatkan kuali-
tas pendidikan dengan memberikan
fleksibilitas dan kreativitas. Namun,
perlu perhatian lebih dalam meng-
atasi kekurangan-kekurangan yang
mungkin timbul, seperti ketidakje-
lasan pemahaman materi dan tidak
meratanya ketersediaan sumber
daya. Dengan demikian, kurikulum
ini dapat menjadi solusi yang lebih
efektif dalam menyelesaikan ber-
bagai permasalahan pendidikan di
Indonesia.

Dalam sejumlah penelitian terha-
dap pemberlakukan kurikulum ter-
sebut, antara lain menunjukkan sisi
positing. Misalnya pada penelitian
Sumarsih et al. (2022). Penelitian ini
menunjukkan bahwa siswa yang
sekolahnya menerapkan Kurikulum
Merdeka Belajar cenderung memiliki
peningkatan dalam segi perilaku,
seperti berakhlak mulia, mandiri,
bernalar, kritis, kreatif, gotong ro-
yong, dan mampu mengamalkan
Pancasila.

Apa yang harus disiapkan meng-
hadapnya? Guru harus memiliki ke-
mampuan yang mumpuni untuk
menghadapi perubahan kurikulum,
termasuk kemampuan sosial dan
adaptasi dengan perubahan. Guru
perlu dilatih dan diberi pelatihan un-
tuk meningkatkan kompetensi dan
kemampuan mereka.

Sekolah harus menyediakan sa-
rana dan prasarana yang memadai
untuk mendukung pembelajaran.
Keterbatasan fasilitas dapat meng-
hambat implementasi kurikulum
merdeka.

Perlu adanya aturan yang jelas
dan konsisten dalam implementasi
kurikulum merdeka. Hal ini dapat
membantu memastikan bahwa se-
mua sekolah mengikuti standar yang
sama dan tidak ada kesenjangan
dalam implementasi. (***)
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Master Plan Ekonomi Syariah DIY Berbasis Budaya Lokal

DIY adalah provinsi istimewa.
Dalam konteks ekonomi syariah, DIY
pun sepatutnya istimewa, baik dalam
hal target dan tujuan, pendekatan,
maupun dalam hal implementasi di la-
pangan. Kesemuanya itu tentu butuh
master plan yang istimewa. Posisi eko-
nomi syariah di DIY dalam skala na-
sional, jika acuannya adalah penghar-
gaan Adinata Syariah, posisi DIY
cukup lumayan meski belum istime-
wa.

DIY adalah provinsi yang
unik secara ekonomi, misal
provinsi dengan angka harapan
hidup tertinggi di Indonesia
(Laki-laki selama 74,40 tahun,
perempuan 77,04 tahun) tetapi
kemiskinannya tinggi (10,83%)
di atas rata-rata nasional
(9,03%). Juga provinsi dengan
indeks kebahagiaan tinggi
tetapi koefisien ketimpangan ju-
ga tinggi. Tentu ini menjadi satu
poin kunci terkait bagaimana
arah kebijakan ekonomi syariah
di DIY seharusnya diambil.
Fenomena atau sebagian
ekonom menyebut anomali eko-
nomi tersebut muncul karena
adanya faktor budaya dan ukur-
an ekonomi yang bersinggun-
gan. Miskin tapi bahagia, UMR
rendah tapi usia warganya pan-
jang. Itu unik, dan tidak bisa di-
jelaskan dengan pendekatan
ekonomi, an sich.

Yogya Memang Unik

Pertama, Yogya adalah pusat pen-
didikan di Indonesia. Julukan Yogya
sebagai kota pelajar sudah sejak lama
disandang. Ada banyak kampus ter-
baik Indonesia di DIY, UGM, UNY,
UIN, UPN, UII, UMY, UAD, UNU dll.
Artinya, dalam konteks master plan
untuk bidang pendidikan ekonomi
syariah, DIY harusnya tidak memiliki
kesulitan. Ada banyak sumber daya
manusia potensial untuk mengge-
rakkan ekonomi syariah. Terlebih
wilayah DIY tidak terlalu luas, maka
hilirisasi pendidikan ekonomi syariah
sangatlah tidak sulit. Tentu saja, ini
tinggal koordinasi yang baik dan yang
terpenting siapa yang menjadi dirijen
untuk program ini. Berbagai program
pendidikan, riset, dan pengabdian ma-
syarakat harusnya cukup mudah diin-
tegrasikan dengan kebutuhan industri
dan masyarakat.

Kedua, Yogya adalah kota pariwisa-
ta. Ekonomi syariah di DIY harus
menjadikan pariwisata sebagai sektor

Abdul Qoyum

unggulan dan basis kebijakan. Ada
dua hal pokok yang perlu difokuskan,
yaitu meningkatkan status Yogya se-
bagai destinasi Muslim friendly travel
dan melengkapi wisata Yogya dengan
wisata religi. Muslim friendly travel
tidaklah terlalu sulit dilakukan di DIY,
mengingat sudah banyaknya tempat

wisata yang memenuhi unsur ini.
Yang dibutuhkan adalah melengkapi
aspek substansi dengan aspek formil
melalui SOP yang diinisiasi oleh Ko-
mite Daerah Ekonomi dan Keuangan
Syariah (KDEKS) sebagai lembaga
yang otoritatif di DIY dalam bidang
ini.
Wisata religi sangat perlu dibuka,
karena potensial menyumbang PAD,
juga DIY juga memiliki situs-situs se-
jarah Islam yang bisa menjadi sektor
unggulan wisata religi, seperti tradisi-
tradisi Yogya (Grebeg Sekaten, Grebeg
Syawal dll), Makam Imogiri, Masjid
Patok Negoro, Makam Para Auliya
Krapyak, Mlangi, dan lain-lain.
Tinggal sedikit penataan, dan konsep
marketing yang bagus, dalam waktu
singkat, saya kira DIY bisa menjadi
pusat destinasi wisata religi nasional,
melengkapi sektor wisata lainnya.
Ekonomi Syariah Berbasis
Budaya Lokal

DIY adalah kota budaya, dengan
ajaran Islam yang mengalami akultur-
asi budaya yang kuat. Karena itu,

master plan ekonomi syariah DIY ha-
rus disusun dengan konsep pendekat-
an keislaman dan kebudayaan se-
kaligus. Banyak tradisi budaya Yogya
yang sudah sejalan dengan nafas dan
nilai ke-Islaman. Ini akan sangat efek-
tif untuk Yogya yang istimewa. Misal
wisata religi tradisi Sekaten, harus di-
akui dalam platform ekonomi syariah,
bukan hanya proses labelisasi.

DIY harus menghindari pendekatan
labeling semata untuk ekonomi
syariah. Labelisasi dalam kon-
teks Yogya justru akan kon-
traproduktif dengan ke-khasan
dan keistimewaan  Yogya.
Ekonomi syariah di DIY dituntut
mampu melakukan proses pem-
bauran dengan tradisi lokal
Yogya yang bernilai budaya dan
ekonomi sangat tinggi. Ini justru
bisa menjadi pendekatan baru,
dalam ekonomi Islam yang akan
diadopsi secara nasional, yakni
ekonomi Islam yang mengako-
modir kekhasan Budaya lokal.

Pendekatan ini saja tidak ber-
tentangan dengan spirit Islam.
Dalam Islam, adat dan kebiasa-
an masyarakat juga bisa diteri-
ma asalkan tidak bertentangan
dengan spirit dan nilai Islam.
Bahkan ajaran mudharabah
atau syirkah itu juga sudah ada
sejak zaman sebelum Islam
datang, tetapi tetap diakui kare-
na sesuai dengan nilai dan tujuan
Islam. Ini sesuai dengan kaidah “al-
adatun muhakkamah”, yang artinya
adat atau tradisi bisa dijadikan seba-
gai landasan hukum, tentu dengan
batasan tertentu. (*)

Dr Abdul Qoyum MSc Fin, Ketua
Program Studi Ekonomi Syariah
FEBI UIN Sunan Kalijaga | Ketua V
DPW IAEI DIY.
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Kado Terakhir untuk STMM MMTC

SIKLUS perubahan selalu mengu-
bur yang lama dan melahirkan yang
baru. Fenomena itu terjadi di semua li-
ni kehidupan, termasuk dalam dunia
pendidikan. Sebagai kunci utama pen-
ciptaan Sumber Daya Manusia (SDM)
unggul dan cerdas institusi pendidikan
tak jarang dipaksa melintasi siklus pe-
rubahan yang cepat dan sporadis.
Entah karena tuntutan zaman, kepu-
tusan politik atau jalan regulasi yang
harus dipatuhi.

Sejarah pendidikan Indonesia men-
catat beberapa institusi pendidikan
dibubarkan karena alasan tersebut.
Universitas RES PUBLIKA, ditutup
karena waktu itu dianggap berafiliasi
dengan golongan kiri. Akademi Pene-
rangan (AKPEN) sebuah perguruan
tinggi di bawah Departemen Pene-
rangan juga dibubarkan karena diang-
gap sudah tidak relevan dengan za-
mannya serta beberapa perguruan
tinggi lain yang tutup karena dianggap
melanggar regulasi.

Sekokah Tinggi Multimedia STMM
MMTC, salah satu kampus unggul
bidang multimedia di bawah Kemen-
terian Komunikasi dan Informatika,
menyadari adanya tantangan dan ter-
paan perubahan yang sedang meng-
hadang. Di usia ke 39 STMM MMTC
terus berbenah dengan melakukan ak-
selerasi di semua bidang Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Melalui strategi dan
peta jalan baru untuk melahirkan ge-
nerasi emas, MMTC terus mengem-
bangkan misinya sesuai maklumat
dan tuntutan statuta pendidikan na-
sional saat ini. Antara lain melalui per-
cepatan program riset dan sertifikasi
bagi mahasiswa yang akan menyele-
saikan studinya, sehingga setiap alum-
ni MMTC dibekali dua ‘senjata’ sekali-
gus, yakni jjazah dan sertifikat kompe-
tensi. Dengan demikian mereka siap
menatap masa depan dan memasuksi
dunia kerja. Sebaliknya para user tidak
meragukan profesionalisme alumni,
karena standar kompetensi yang su-
dah dimiliki. Tanpa melihat masa de-
pan Lembaga Pendidikan ibarat kom-
pas kehilangan jarum penunjuk arah-
nya. Dia mampu berjalan, tetapi tidak
paham ke mana arah tujuan yang hen-

Eko Wahyuanto

dak diraih.

Wacana perubahan STMM MMTC
menjadi Politeknik Digital Yogya harus
disambut dengan gegap gempita dan
dianggap sebagai langkah strategis,
dalam rangka memenuhi kebutuhan
SDM bertalenta digital. Seperti dike-
tahui, sesuai amanat PP 57 tahun 2022
pasal 3, Perguruan Tinggi Kemente-
rian Lembaga (PTKL) menyelenggara-
kan pendidikan vokasi dan profesi se-
suai dengan tugas dan fungsi masing-
masing Kementerian, Ketentuan ini
mewajibkan seluruh perguruan tinggi
di bawah naungan Kementerian ber-
ubah menjadi Politeknik yang me-
ngedepankan pendidikan vokasi.
Perubahan bentuk perguruan tinggi
STMM ‘MMTC’ menjadi Politeknik su-
dah diawali dengan penataan organi-
sasi dan pembangunan infrastruktur.
Selain bertujuan melaksanakan ama-
nat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
57 Tahun 2022 tentang Penyeleng-
garaan Perguruan Tinggi oleh Kemen-
terian lain dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, perubahan ini di-
harapkan berdampak meningkatkan
akses, mutu, dan relevansi pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh
Politeknik, sehingga menghasilkan
SDM unggul bertalenta digital.

Berdasar tuntutan dalam memper-
siapkan generasi emas Indonesia yang
mampu mengawal program akselerasi
transformasi digital menyongsong
Indonesia Emas 2045, maka Program
Studi di Poltek Digital Yogya dis-
esuaikan dengan kondisi tersebut. Di
antaranya meliputi Program Studi
Magister Terapan Transformasi Digi-
tal. Program Studi Sarjana Terapan
Teknologi Digital, Program Studi
Sarjana Terapan Komunikasi dan
Media Digital, Program Studi Sarjana
Terapan Bisnis Digital, dan Program
Studi D1/D2 Pelayanan Publik Digital.
Masing-masing dipisahkan dalam for-
mat pendidikan kedinasan dan non ke-
dinasan.

Perubahan bentuk kelembagaan dari
STMM ‘MMTC’ menjadi Poltek Digital
Yogya memiliki konsekuensi perlunya
penyesuaian atas Organisasi, Tata
Kerja dan Statuta yang menjadi pe-
doman. Benar, bahwa perubahan men-
jadi sebuah keniscayaan, salah satu-
nya akibat perubahan regulasi yang
harus dipatuhi. Jika semua berjalan
sesuai skema, maka ulang tahun
STMM MMTC kali ini merupakan
ulang tahun terakhir.

Selamat tinggal MMTC, selamat
datang Politeknik Digital Yogya. (*)

Eko Wahyuanto, Dosen. Manajemen

Produksi Siaran STMM MMTC.

Mengembangkan dan mening-
katkan pendidikan vokasi me-
lalui politeknik diharapkan da-
pat memenuhi kebutuhan SDM
di Kementerian dan Lembaga
KL, Lembaga Non Government

Organization (NGO), dan indus- taklukkafl Th?uland. .
tri terkait. - Men;otwasz prestasi olahraga na-
. . er s sional.
Poltek Digital Yogya memiliki e

ruang lingkup pendidikan men-
cakup bidang digital baik kaum
profesional maupun pemimpin-
nya. Ini sejalan dengan Peta
Jalan Indonesia Digital 2021-
2024 di mana salah satu pilarnya
adalah Pengembangan Masya-
rakat Digital yang merupakan
salah satu fungsi Poltek Digital
Yogya.

Garuda Nusantara juara ASEAN U-19,

Pro Kontra Pansus haji ‘memanas’.
- Mudah-mudahan, jangan ada ri-
valitas politik.

Fenomena aak bunuh diri naik 150%.
- Ini masalah serius harus dicegah.
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